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SOP PENYUSUNAN KURIKULUM

1.

TUJUAN
Menjelaskan prosedur penyusunan kurikulum sebagai salah satu upaya mencapai visi dan
misi POLTEKIP

RUANG LINGKUP
Lingkup prosedur penyusunan kurikulum dimulai dari penyusunan kurikulum dalam
bentuk draft sampai dengan kurikulum yang sudah disetujui
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DEFINISI

1) Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari
pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal sebagai bahan acuan untuk
menentukan/ membuat draf standar.

4) Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi
kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi, sebagai contoh: pengguna lulusan
dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan
perguruan tinggi sendiri.

PENGGUNA

a. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Perpustakaan

d. Dosen Wali

e. Kaprodi/Direktur

f. Mahasiswa/Taruna yang bersangkutan

PROSEDUR

1) Ketua Program Studi membentuk tim penyusun kurikulum yang beranggotakan
dosen, dimana kurikulum yang disusun berbasis kompetensi sebagaimana yang
diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).

2) Tim penyusun kurikulum menyusun draft kurikulum dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:

a. Evaluasi/ penilaian diri program studi,

b. Studi pelacakan terhadap alumi dan penggalian input dari stakeholder,
c. Penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,

d. Penyusunan kompetensi lulusan,

e. Penentuan bahan kajian,

f. Penentuan mata kuliah dan pembobotannya,

g. Penentuan silabi mata kuliah,

h. Pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

3) Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft kurikulum kepada Ketua Program
Studi.

4) Ketua Program Studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen
terhadap draft kurikulum dalam suatu kegiatan lokakarya.

5) Draft kurikulum yang disetujui menjadi kurikulum yang akan digunakan Program

Studi



7.

KETENTUAN UMUM

SOP berlaku untuk semua program studi

8. FLOWCHART
No Kegiatan KPS Tim Kurikulum Dosen
1 | Membentuk tim penyusunan [:
2 | Mengeluarkan SK Tim Kurikulum Iil
3 | Membentuk draft kurikulum baru |:|
dengan tahap yang telah ditetapkan =
4 | Menerima draft kurikulum baru I:I I
5 | Mengadakan lokakarya (sosialisasi) |—V_—’
kepada seluruh dosen |:|
6 | Memberikan masukan bagi Ijl
penyusunan kurikulum baru
7 | Melakukan revisi/ perbaikan sesuai P
saran ,—_—“
8 | Menyetujui draft kurikulum
9. LAMPIRAN (JIKA ADA)




